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Abstrak

Program bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 dijalankan bersamaan dalam tiga tingkat pemerintahan,
yakni pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program
bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 menggunakan perspektif multilevel governance (MLG). MLG
diselaraskan dengan kondisi Indonesia agar dapat menjadi alat analisis kebijakan yang mampu menghasilkan
rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan sosial di Indonesia. Analisis komparatif terhadap
penerapan desentralisasi, spatial fit, dan partisipasi masyarakat di Australia, Amerika, Brazil, Tiongkok, dan
Indonesia dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara membangun kebijakan berperspektif MLG di Indonesia.
Tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu hubungan antar pemerintah, regulasi pendukung kebijakan, dan
keberadaan aktor nonpemerintah dalam setiap tahap kebijakan. Hasil kajian menunjukkan, pemerintah pusat
harus memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dengan didukung pemberian anggaran supaya
kebijakan sosial dapat berjalan lebih optimal. Yurisdiksi perlu ditetapkan secara jelas dalam regulasi agar setiap
instansi dapat berjalan sesuai dengan koridor wewenangnya serta tidak menimbulkan kebingungan di
masyarakat. Partisipasi pemerintah di tingkat bawah, lembaga nonpemerintah, maupun masyarakat umum
dibutuhkan untuk memastikan kebijakan sosial benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi
di lapangan. Dengan begitu, kebijakan sosial dapat terlaksana secara lebih efektif dan masyarakat menerima
manfaat yang dibutuhkannya.

Kata Kunci: bansos COVID-19, implementasi kebijakan, multilevel governance.

Abstract

The social assistance program for handling the Covid-19 pandemic is carried out simultaneously in three
The social assistance program to handle the Covid-19 pandemic is carried out simultaneously in three levels
of government, namely: the levels of central, provincial, and district/city. This article aims to implement the
social assistance program to handle the Covid-19 pandemic BY using a multi-level governance (MLG)
perspective. The MLG is aligned with Indonesian conditions so that it can become a policy analysis tool that
is capable of producing recommendations to improve the implementation of social policies in Indonesia. A
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comparative analysis on the implementation of decentralization, spatial fit, and community participation in
Australia, America, Brazil, China, and Indonesia was conducted to find out how to develop policies with an
MLG perspective in Indonesia. Three things that need to be considered are the relationship between
governments, the availability of policy supporters, and the presence of non-government actors at each stage
of the policy. The results of the study show that the central government must allow the local governments to
have full authority and be provided with the budgets in order to implement the social policies optimally.
Jurisdiction needs to be clearly defined in the regulations so that each agency is able to follow based on its
authorized corridor without causing any further confusion in the society. The participation of the lower level
government, non-government institutions, and the society is needed to ensure that social policies are truly in
accordance with the society’s needs and situation. In this way, social policies can be implemented more
effectively and communities receive the benefits they need.

Keywords: COVID-19 social Assistance, policy implementation, multilevel governance.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kebijakan sosial menjadi
perhatian masyarakat selama masa pandemi
Covid-19. Merebaknya jenis baru virus corona
di seluruh dunia menciptakan sebuah krisis
global. Pemerintah Indonesia sendiri mengambil
tindakan berupa pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) untuk menekan angka penyebaran
virus ini melalui instrumen hukum Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19). Langkah ini diambil
setelah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor
11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Covid-19 (Kemenko
PMK, 2020). Merespon hal ini, pemerintah
segera menetapkan kebijakan sosial guna
menanggulangi dampak yang muncul seperti
hilangnya pendapatan masyarakat,
meningkatnya angka kemiskinan, dan resiko
krisis ekonomi jangka panjang.

Kebijakan sosial atau yang disebut oleh
Blau (2003) sebagai social welfare policy
merupakan prinsip, aktivitas, atau kerangka
untuk aksi yang diadopsi oleh pemerintah untuk
memastikan kesejahteraan sosial baik dalam
level individu, keluarga, dan komunitas.
Kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi terkini
dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat,

baik yang didorong oleh faktor ekonomi, politik
dan pemerintahan, ideologi, sejarah, hingga
gerakan sosial. Manfaat kebijakan sosial dari sisi
ekonomi adalah menyediakan standar minimum
keamanan ekonomi yang berguna untuk
menstabilkan ekonomi yang sedang menurun,
memberi subsidi bagi bisnis demi menjaga
lapangan kerja, dan menjaga ketahanan keluarga
(Blau, 2003). Pandemi Covid-19 sendiri
menciptakan perubahan sosial sehingga
pemerintah perlu untuk mengambil langkah
menjaga kesejahterahan masyarakat
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) Pasal 34 ayat 1 dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.

Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)
yang disusun oleh pemerintah bertujuan untuk
membantu masyarakat bertahan hidup selama
masa pandemi. Salah satu bentuk program
tersebut adalah bantuan sosial. Beragam bantuan
sosial diberikan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah untuk membantu masyarakat
selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB). Dampak dari adanya pandemi
sangat luar biasa bagi pendapatan rumah tangga.
BPS mencatat peningkatan angka pengangguran
dari yang sebelumnya sebanyak 6,93 juta orang
(Februari 2020) menjadi 8,75 juta orang
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(Februari 2021). Rekor pengangguran tertinggi
terjadi pada bulan Agustus 2020 yang mencapai
9,77 juta orang (Kompas.com, 2021). Menurut
Menteri PPN/Kepala Bappenas, potensi
pendapatan masyarakat yang hilang selama
pandemi mencapai hampir 1.000 triliun,
menyebabkan daya beli masyarakat berkurang
(Kompas.com, 2021). Sebelum memasuki masa
adaptasi kebiasaan baru, dampaknya juga cukup
parah. Itu sebabnya pemerintah meluncurkan
berbagai program bantuan sosial.

Pemerintah pusat meluncurkan empat
program bantuan sosial dalam bentuk tunai dan
nontunai (sembako atau transfer), antara lain
(Setkab RI, 2020):

1. Bantuan Khusus Bahan Pokok Sembako
untuk masyarakat di DKI Jakarta, dengan
besaran Rp600.000 per bulan hingga Juni
2020 dan besaran Rp300.000 mulai dari Juli-
Desember 2020.

2. Bantuan Sembako untuk wilayah Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi, dengan
besaran Rp600.000 per bulan hingga Juni
2020 dan besaran Rp300.000 mulai dari Juli-
Desember 2020.

3. Bantuan Sosial Tunai untuk wilayah non-
Jabodetabek, dengan besaran Rp600.000 per
bulan hingga Juni 2020 kemudian berubah
menjadi nontunai dengan besaran
Rp300.000 mulai dari Juli sampai Desember
2020.

4. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Pada tahun 2021, seluruh bantuan sosial
disalurkan dalam bentuk uang, baik itu secara
tunai melalui kantor Pos Indonesia maupun
nontunai melalui kartu penerima manfaat.

Pemerintah daerah juga menggunakan
anggaran belanja daerahnya masing-masing
untuk meluncurkan program bantuan sosial.
Beberapa daerah yang menyalurkan bantuan
sosial menggunakan dana APBD antara lain:

1. Bansos PSBB di DKI Jakarta, dengan
anggaran sebesar Rp5,3 triliun untuk
penyaluran bantuan pada April-Desember
2020.

2. Bansos Pemprov Jabar di Jawa Barat, dalam
bentuk tunai dan sembako, dengan sasaran
penerima sebanyak 1,3 juta keluarga di
periode 1 dan 1,9 juta keluarga di periode 2
(CNN Indonesia, 2020).

3. Bansos bagi warga miskin di Jawa Tengah,
dalam bentuk kebutuhan pokok, dengan
sasaran penerima sebanyak 1,8 juta warga
miskin kategori hampir miskin dan rentan
miskin, dan memakan anggaran sebesar Rp1
triliun (Gatra.com, 2020).

4. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Jawa
Timur,  dalam bentuk sembako senilai
Rp200.000 dari Kementerian Sosial dan
tambahan Rp100.000 bagi warga Kelurahan,
dengan sasaran penerima 2,38 juta keluarga
(ANTARA, 2020).

Kebijakan sosial di Indonesia
menunjukkan adanya keterlibatan berbagai
pemangku kepentingan dari berbagai tingkat
pemerintahan. Dari sisi aturan, baik pemerintah
pusat dan pemerintah daerah memiliki
kebijakannya sendiri terkait dengan penanganan
masalah sosial. Pada situasi tertentu, kebijakan-
kebijakan tersebut menjadi tumpang tindih
karena dilaksanakan bersamaan namun memiliki
penanggung jawab serta nilai manfaat yang
berbeda. Penelitian di berbagai daerah
menunjukkan masalah serius terkait data yang
seringkali tidak akurat sehingga menghambat
efektivitas pemberian bantuan hingga beresiko
memantik konflik sosial baru di masyarakat
(A.F. & Nulhaqim, 2021; Khoiriyah, et al.,
2020; Novianty et.al, 2020; Rahmansyah, et al.,
2020; Teja, 2020).

Kebijakan sosial turut menjadi perhatian
Hill & Hupe (2006). Mereka melihat keberadaan
tiga tingkat tata kelola dalam kebijakan sosial.
Pertama, constitutive governance yang
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membangun kerangka institusi dan relasi
kontekstual. Kedua, directive governance yang
mengatur aturan-aturan umum dan menjaga
konteks. Ketiga, operational governance yang
mengelola lintasan dan hubungan,
melaksanakan kebijakan di lapangan. Proses
kebijakan harus mampu mengatasi ketegangan
akibat adanya banyak pertanggungjawaban (Hill
& Hupe, 2006). Daly (2003) sendiri meragukan
keterkaitan antara kebijakan sosial dengan
sistem tata kelola (governance), karena
menurutnya analisis sistem tata kelola tidak
banyak memberi masukan atas perubahan
kebijakan, dan lebih berfokus pada negara alih-
alih masyarakat. Pendekatan MLG yang
fokusnya pada pembentukan kebijakan ideal
dalam struktur pemerintah yang berjenjang,
sehingga dapat mengatasi keraguan tersebut.

Pemberian bantuan sosial Covid-19
adalah contoh dari kebijakan multilevel di
Indonesia karena melibatkan dua tingkat
pemerintahan, yakni pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Dua hal yang menjadi
pertanyaan penelitian adalah bagaimana
implementasi MLG dalam kebijakan bantuan
sosial Covid-19 di Indonesia dan bagaimana
evaluasi pemberian bantuan sosial Covid-19
Indonesia dari sisi MLG. Kajian dalam artikel
ini melakukan analisis komparatif atas
pelaksanaan desentralisasi, spatial fit
(yurisdiksi), dan partisipasi masyarakat dalam
kebijakan di Australia, Amerika, Brazil,
Tiongkok, dan Indonesia, untuk menyusun
model MLG berperspektif Indonesia. Data
sekunder (artikel ilmiah, situs pemerintah, dan
berita daring) diklasifikasi dan dianalisa
sehingga dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan
bantuan sosial dalam pandemi Covid-19
menggunakan perspektif MLG. Kajian ini
bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif
pelaksanaan penyaluran bantuan sosial selama
pandemi Covid-19, dan memberi masukan
konstruktif terhadap proses kebijakan bantuan

sosial di masa yang akan datang. Diharapkan,
MLG dapat memberi wawasan baru mengenai
strategi kebijakan sosial dan berperan dalam
upaya mewujudkan kesejahteraan sosial di
Indonesia.

Implementasi dalam kerangka Multilevel
Governance

Kajian implementasi kebijakan publik
muncul pada tahun 1970an ketika Amerika
Serikat sedang gencar melakukan reformasi
kebijakan publik. Kajian ini bermaksud untuk
meninjau efektivitas pelaksanaan suatu
kebijakan publik. Implementasi dilihat oleh
Pressman dan Wildavsky (1973) sebagai
“interaksi antara goal setting dengan tindakan
untuk mencapainya” (Pulzl & Treib, 2007).
Kajian implementasi dibagi menjadi tiga
generasi, yaitu top-down (keputusan yang
diambil pemerintah pusat), bottom-up
(melibatkan jaringan aktor yang terlibat dalam
pelaksanaan riil kebijakan kerena lebih dekat
dengan persoalan di lapangan), dan hybrid
(pembuat kebijakan memperhitungkan
instrumen dan sumber daya yang tersedia untuk
mengubah kebijakan, serta mengidentifikasi
struktur pelaksana dan kelompok tertuju) (Pulzl
& Treib, 2007).

Teori implementasi hybrid merupakan
jalan tengah dalam perbedaan pendapat
mengenai alokasi legitimasi kekuasaan dalam
penentuan kebijakan. Fokus analisisnya adalah
konseptualisasi proses implementasi yang baik
serta faktor-faktor penting yang mempengaruhi
namun kurang mendapat perhatian. Koordinasi
dan kolaborasi antar aktor yang terpisah namun
sejajar yang Scharpf (1978) sebut sebagai
jaringan kebijakan, serta faktor-faktor yang
mempengaruhi proses implementasi yang
disebutkan Sabatier (1986a, dalam Pulzl &
Treib, 2007) yakni perkembangan ekonomi atau
pengaruh dari kebijakan lain, merupakan
beberapa indikator yang menentukan efektivitas
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implementasi kebijakan. Teori ini mengilhami
studi proses dalam MLG karena fokusnya pada
implementasi pasca pengambilan keputusan.
Ripley dan Franklin (1982, dalam Pulzl & Treib,
2007) memisahkan kebijakan ke dalam tiga tipe
yaitu distributif, regulatoris, dan redistributif
berdasarkan pemangku kebijakan yang terlibat,
mengilhami studi struktur dalam MLG.

Model-model Penerapan Multilevel
Governance

Model dari Multilevel Governance (MLG)
didefinisikan oleh Hooghe (1996, dalam Benz &
Eberlein, 1999) sebagai sebuah kerangka kerja
yang menekankan pada pembagian kekuasaan
antara tingkat pemerintahan, dengan tidak
adanya otoritas terpusat secara terakumulasi.
Marks, Hooghen dan Blank (1996)
membandingkan dua pendekatan dalam
penelitian tentang integrasi Eropa sejak tahun
1980an, yaitu state-centric dan multilevel
governance (MLG). MLG menghapus monopoli
suatu negara dalam pengambilan keputusan
dengan melibatkan institusi-institusi dari
berbagai level dalam proses ini.

MLG banyak membahas soal
restrukturisasi pemerintahan, kompetisi, dan
kerja sama antar pemerintah. Hooghe dan Marks
(2002) merumuskan dua tipe MLG berdasarkan
bentuk negara. Dua tipe MLG ini sangat
membantu para peneliti memahami level dalam
struktur organisasi dan berkontribusi besar
dalam analisis penerapan MLG baik di Uni
Eropa maupun negara-negara terpusat lainnya.
Tipe I MLG memiliki karakteristik yurisdiksi
umum berlandaskan teritori sehingga hanya
berada pada sedikit tingkat (lokal, provincial,
dan pusat) yang tidak saling tumpang tindih).
Tipe ini banyak ditemukan dalam negara
kesatuan dan federal yang memiliki sistem
desentralisasi. Sedangkan, tipe II MLG
merupakan bentuk alternatif dari tipe yang
pertama. Jumlah yurisdiksi melampaui batasan

teritorial dan lebih banyak untuk memenuhi
fungsi yang berbeda-beda. Karakteristik dari
tipe II MLG adalah banyaknya jumlah, tingkat,
yurisdiksi, serta sistem yurisdiksi yang tidak
permanen karena sifatnya yang fungsional
(Hooghe & Marks, 2002). Tidak ada negara
yang benar-benar menerapkan sistem
pemerintahan tipe II, namun dapat diterapkan
dalam struktur kelembagaan tertentu yang
sifatnya lebih fungsional dan fleksibel dalam hal
kedaulatan.

Selain dua tipe MLG, terdapat model lain
yang merupakan pengembangan dari model
MLG Hooghe dan Marks yaitu Mandated
Participation Planning (MPP) yang dicetuskan
oleh Newig dan Koontz (2013) Mereka
mengambil irisan antara multi-layer
implementation oleh Hill dan Hupe (2003),
participatory implementation oleh deLeon dan
deLeon (2002), dan polycentric governance oleh
Ostrom (1961) untuk menghasilkan apa yang
mereka sebut sebagai mandated participation
planning (Newig & Koontz, 2013: 259-261).
Karakteristik MPP yaitu task specific, antar
sektor, jumlah level tak terbatas, fleksibel,
kompetitif dalam perencanaan, dan inisiasinya
dari bawah ke atas (bottom-up). Keunikan MPP
adalah partisipasi aktor-aktor non-pemerintah
yang dalam perencanaan hingga pengawasan
implementasi kebijakan. Partisipasi ini
mencakup tiga dimensi yaitu representasi, aliran
informasi, dan pengaruh (Newig & Koontz,
2013). Tiga faktor MLG yang mendorong
efektivitas implementasi kebijakan, yaitu
desentralisasi, spatial fit, dan partisipasi
diperdalam oleh Gollata dan Newig (2017) agar
dapat menjadi kerangka analisis yang mampu
menilai seberapa baik implementasi suatu
kebijakan.

Desentralisasi meningkatkan partisipasi
aktor tingkat daerah yang memberikan
pandangan mengenai kondisi lokal dan ikut
andil dalam pengambilan keputusan. Kebijakan
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sedari perencanaan sudah memasukkan unsur-
unsur lokal sehingga adaptasi di lapangan akan
berjalan lebih mudah. Spatial fit membuat
kebijakan tidak lagi terhambat oleh yurisdiksi
berbasis teritorial. Partisipasi, khususnya dari
aktor non-pemerintahan, diharapkan dapat
meningkatkan kualitas perumusan kebijakan
serta menarik partisipasi yang lebih tinggi dari
masyarakat dalam implementasi kebijakan
(Gollata & Newig, 2017).

Beberapa penelitian berhasil
mengaplikasikan prinsip-prinsip MLG dalam
konteks negara tunggal. Danielle dan Kay
(2017) menggunakan MLG dalam analisis
berbagai kebijakan publik di Australia,
dibuktikan dengan adanya Council of Australian
Government (COAG) sebagai forum antar
pemerintahan. Jesuale, et. al. (2015)
menggunakan MLG dalam kebijakan perbatasan
di sungai Detroit yang memisahkan Amerika
Serikat dan Kanada. Kedua negara membentuk
Detroit River International Crossing (DRIC).
Gregorio, et. al. (2019) menggunakan MLG
dalam kebijakan perubahan iklim di Indonesia
dan Brazil. Mereka menggunakan jaringan
kebijakan di kedua negara untuk melihat
bagaimana proses MLG dalam negara federal
dan desentralisasi (Gregorio, et. al., 2019).
Hensengerth (2015) menggunakan MLG untuk
menganalisis pelaksanaan program pembangkit
tenaga air di Tiongkok. Menurutnya, kunci
mengaplikasikan MLG di luar konteks Uni
Eropa adalah memahami jaringan pemerintahan
terutama yang berhubungan dengan interaksi
antara otoritas territorial dan vertikal yang
melahirkan berbagai aktor yang terlibat dalam
perumusan kebijakan (Hensengerth, 2015).

Desentralisasi Indonesia vs Multilevel
Governance

Desentralisasi banyak berhubungan
dengan hubungan antara pemerintah di satu level
dengan level lainnya. Istilah ini merujuk pada

pelimpahan wewenang pemerintahan pusat
kepada yang pemerintah di bawahnya yang
menghasilkkan otonomi daerah (Saleh, 2017).
Otonomi dalam hal ini berada dalam aspek
politis dan desentralisasi dalam aspek
administratif. Desentralisasi meningkatkan
kekuasaan otoritas subnasional dan
mengintegrasikan institusi-institusi dalam
yurisdiksi yang menghasilkan jaringan antar
pemerintahan, serta merupakan bagian penting
dalam penerapan good governance untuk
mencapai demokrasi dan kesejahteraan (Benz &
Eberlein, 1999; Said, 2015; Saleh, 2017).

Terdapat perbedaan paradigma
desentralisasi antara negara kesatuan dengan
negara federal. Negara federal, seperti beberapa
negara Uni Eropa dan Australia, mewujudkan
desentralisasi dalam bentuk dewan dan komite
yang mengurusi kebijakan dalam dan antar
yurisdiksi. Hubungan antar pemerintahan
kebanyakan bersifat desentral yang melahirkan
jaringan formal antar pemerintahan yang
menuntut adanya koordinasi dalam
pembentukan kebijakan (Kay, 2017; Allain-
Dupre & Mello, 2015). Berbeda dengan federal,
negara kesatuan hanya menerapkan
desentralisasi pada kewenangan eksekutif.
Selain itu, negara kesatuan juga tidak membagi
kedaulatan kepada daerah-daerah sehingga
kekuasaan legislatif hanya berkedudukan di
pusat. Adapun lembaga perwakilan tingkat
derah hanya memiliki kuasa membentuk
peraturan daerah yang tidak bertentangan
dengan produk lembaga legislatif di atasnya,
sehingga Presiden berhak membatalkan
peraturan yang bertentangan tersebut (Saleh,
2017).

Desentralisasi merupakan fitur penting
dalam MLG, namun terkadang menjadi
penghambat implementasi kebijakan karena
memberatkan pemerintah lokal. Kuhlmann
(2015) menemukan bahwa pelimpahan
kewenangan ke pemerintah lokal memberatkan
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mereka dari sisi anggaran sehingga pemerintah
pusat perlu menalangi dahulu. Studi di Tiongkok
oleh Hensengerth (2015) menunjukkan
pemerintah lokal banyak berkontribusi pada
sulitnya implementasi kebijakan sebab
konservatisme dan norma budaya setempat,
serta minimnya SDM dan pendangaan dari
lembaga pengelola kebijakan tingkat lokal.
Suryawati (2015) melihat keberadaan lembaga
pengelola kebijakan yang berada di tingkat
daerah justru menghambat pelaksanaan
kebijakan karena perbedaan kepentingan
instansi tiap tingkat dan ego sektoral yang
menumpulkan upaya koordinasi. Sibarani
(2017) juga melihat masalah dalam operasional
lembaga pengelola tingkat daerah akibat
koordinasi yang buruk antar pemerintah,
ketidakkonsistenan perencanaan, lemahnya
komitmen politik dari pemerintah, dan
keterbatasaan kompetensi sumber daya manusia
di daerah.

Terdapat perbedaan cara memandang
desentralisasi dari bingkai MLG dan negara
Indonesia. Dalam pandangan MLG,
desentralisasi mampu meningkatkan efektivitas
pelaksanaan kebijakan karena keterlibatan
otoritas lokal dalam perencanaan dan eksekusi
kebijakan yang terkadang memunculkan
kreativitas dan inovasi (Gollata & Newig, 2017;
Kuhlmann, 2015). Akan tetapi, kajian-kajian
implementasi kebijakan di Indonesia justru
menjadikan desentralisasi sebagai hambatan
(Gregorio, et.al., 2019; Sibarani, 2017;
Suryawati, 2015). Koordinasi antar lembaga
yang buruk disertai pertarungan kepentingan
membuat salah satu pihak teralienasi dalam
perumusan kebijakan. Selain itu, aktor nasional
masih mendominasi dalam penyusunan
kebijakan, dan aktor lokal hanya menjadi
pelaksana kekuasaan pemerintah pusat dan tidak
sepenuhnya menjadi setara dengan aktor
nasional (Gregorio, et.al., 2019; Sutiyono,
Pramusinto, & Prasojo, 2018). Perbedaan

pandangan juga yang membuat Sibarani (2017)
membandingkan antara desentralisasi dengan
MLG, padahal Gollata dan Newig (2017)
menganggap desentralisasi sebagai pendorong
keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Jika kita ingin mengkaji kebijakan publik
dari sudut pandang MLG, perlu diperhatikan
seberapa besar peran pemerintah daerah dalam
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan
implementasi. Meskipun Indonesia telah
menerapkan prinsip dekonsentrasi, namun
pemerintah pusat tetap menjadi aktor dominan
dalam sistem pemerintahan dan pelayanan
publik (Sutiyono, Pramusinto, & Prasojo, 2018).
Terdapat kesenjangan antara harapan dengan
kenyataan yang terjadi saat ini. Oleh karenanya,
MLG berperan untuk melihat perkembangan
penerapan asas desentralisasi di Indonesia dan
seberapa konsisten perencanaan dan
implementasi kebijakan antar pemerintahan
(Saleh, 2017). Analisis komparatif
menggunakan berbagai model MLG dapat
menghasilkan rekomendasi bagi pelaksanaan
kebijakan multilevel yang lebih efektif dan
efisien.

Yurisdiksi Lembaga Pemerintahan Dalam
Desentralisasi

Yurisdiksi menjadi bahasan utama dalam
kategorisasi bentuk-bentuk multilevel
governance (MLG) di berbagai negara di dunia.
Hoohghe & Marks (2002) melihat ketiadaan
batasan mengenai yurisdiksi. Keduanya melihat
MLG mengacu pada penyebaran kewenangan
dari pemerintah pusat ke tingkat supranasional,
turun ke yurisdiksi subnasional, dan ke samping
ke jaringan publik/swasta sehingga negosiasi
berlangsung secara terus menerus. Mereka
lantas membagi MLG menjadi dua tipe yang
secara umum berbeda dalam hal definisi
yurisdiksinya. Ketika yurisdiksi di tipe I terbatas
pada teritorial, tipe II justru melihat yurisdiksi
dari sudut pandang tugas spesifik sehinggat tiap
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yurisdiksi bisa saling bersinggungan dalam
berbagai level (Hoohghe & Marks, 2002).

Jika mengacu pada pandangan Hoohghe
dan Marks (2002), Indonesia sebagai negara
kesatuan adalah lawan dari federalisme.
Penyelenggaraan pemerintahan di negara
kesatuan berpusat pada pemerintah pusat dan
kewenangan pemerintah daerah dibatasi koridor
kebijakan nasional sehingga hubungan antar
pemerintah bersifat hirarkis (Saleh, 2017). Sama
seperti Tiongkok yang yurisdiksinya ditentukan
oleh skala geografis tertentu (Hensengerth,
2015). Hal tersebut berbeda dengan negara
federal yang membagi kedaulatan kepada setiap
wilayah sehingga hubungan antar pemerintah
bersifat setara sehingga negosiasi menjadi
proses penting dalam pengambilan keputusan
(Hoohghe & Marks, 2002). MLG dalam konteks
Indonesia dilaksanakan dalam bayang-bayang
hirarki (Sutiyono, Pramusinto, & Prasojo, 2018).

Namun kemudian, Bruszt (2017, dalam
Hensengerth, 2015) memiliki pandangan
berbeda dari Hooghe dan Marks terkait dengan
bentuk ideal pemerintahan. Bentuk
pemerintahan terbagi menjadi empat, yaitu
sentralisasi-hirarkis, hirarkis dengan
desentralisasi sebagian, sentralisasi-inklusif, dan
berjaringan. Indonesia termasuk dalam negara
hirarkis dengan desentralisasi sebagian. Stubbs
(2005) juga mengkritik pandangan umum
mengenai MLG yang menurutnya memiliki
masalah, yaitu normativisme prematur,
permodelan yang abstrak, serta membangkitkan
kembali neopluralisme. Dua konsep yang perlu
ditambahkan dalam MLG yakni bentuk
kompleks transfer kebijakan dan pengertian
kritis mengenai skala (Stubbs, 2005). Kedua
konsep tersebut dapat membantu kita
memahami proses pelimpahan kewenangan dari
pusat ke daerah dalam konteks Indonesia yang
berupa negara kesatuan.

Keberadaan lembaga independen yang
bertugas membagi tugas pada daerah-daerah
sesuai kemampuan masing-masing dibutuhkan
untuk menciptakan koordinasi dan kerjasama
yang lebih efektif (Sutiyono, Pramusinto, &
Prasojo, 2018). Namun, yang sering terjadi
adalah dibentuk dua sistem/lembaga dengan
tujuan yang sama namun berbeda tingkatan,
seperti RAN-GRK dan RAN-GDK (Sibarani,
2017), lalu BNPP dan BPKPK (Suryawati,
2016), yang justru semakin menegaskan
paradigma teritorial dalam yurisdiksi. Alih-alih
mengikutsertakan aktor lokal dalam perumusan
kebijakan, pemerintah lebih memilih
menggunakan pendekatan mandatoris yang
akhirnya membuat desentralisasi menjadi
sumber permasalahan. Apabila pemerintah
menggunakan pendekatan task-specific dalam
yurisdiksi, maka permasalahan koordinasi akan
lebih mudah diatasi. Pendekatan tersebut akan
mendorong aktor-aktor yang terlibat untuk
berkompetisi mencetuskan gagasan terbaik
dalam tahap perencanaan sehingga kebijakan
yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan apa
yang grassroot butuhkan dan harapkan.

Yurisdiksi dalam suatu kebijakan dapat
dilihat dari layers pemerintahan yang ada dalam
kebijakan tersebut (Gollata & Newig, 2017).
Ketika kebijakan masih menggunakan yurisdiksi
umum (satu yurisdiksi untuk banyak
kebutuhan), persoalan yang mungkin terlihat
adalah siapa yang memiliki kekuasaan lebih
besar. Namun, ketika kebijakan menggunakan
yurisdiksi task-specific, persoalan yang
mungkin terlihat adalah siapa memiliki tugas
apa dan sejauh mana cakupannya. Implementasi
kebijakan dinilai dari kerjasama lintas tingkat
dan lembaga pemerintahan secara vertikal dan
horizontal (Gollata & Newig, 2017). Dalam
konteks Indonesia, analisis spatial fit akan
menunjukkan seberapa besar dampak yurisdiksi
kebijakan pada penyelesaian masalah.
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Partisipasi Aktor Nonpemerintah dalam
Perencanaan Pembangunan

Partisipasi aktor non-pemerintah adalah
karakteristik khusus yang dimiliki oleh
multilevel governance (MLG). Bentuk
partisipasi dapat ditemukan di semua tingkat
pemerintah, menciptakan arena pertarungan
kepentingan pemerintah dengan koalisi
masyarakat (Newig & Koontz, 2013; Piattoni,
2010; Hoohghe & Marks, 2002). Partisipasi
membawa kepentingan masyarakat ke atas meja
perundingan kebijakan, menciptakan keputusan
yang kreatif, inovatif, dan memiliki legitimasi
kuat dalam implementasi (Dugdale, 2017;
Piattoni, 2010; Piattoni, 2009). Akan tetapi,
studi yang Dugdale (2017) lakukan di Australia
menunjukkan bahwa tidak adanya
kecenderungan MLG mendorong pemerintah
yang lebih kreatif. Menurut Tortola (2016),
pandangan bahwa MLG memerlukan partisipasi
aktor nonpemerintah cukup bermasalah.
Melemahnya kekuasaan negara dalam aspek
teritorial dan reformasi masyarakat sipil perlu
dicari tautannya, apakah ini penyebab umum,
dinamika tertentu, atau yang lainnya (Tortola,
2016).

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan
publik di Indonesia melewati tiga fase waktu.
Pada fase pertama (1970-1990), partisipasi
komunitas hanya berlangsung secara singkat
karena baru dilibatkan dalam pelaksanaan
kebijakan. Baru pada fase kedua (1990-1998),
pemerintah menyadari bahwa kerjasama
multistakeholder adalah cara terbaik
meningkatnya efisiensi dan efektivitas program
pemerintah. Terbentuk hubungan universitas-
pemerintah-organisasi nonpemerintah (NGO)
yang saling berbagi sumber daya untuk
menyelesaikan persoalan masyarakat.
Memasuki fase ketiga (1998-sekarang),
partisipasi masyarakat masuk ke dalam ranah
legal. Pedoman Penyesuaian Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan Daerah (P5D)

dibuat sebagai strategi perencanaan kebijakan
secara bottom-up, namun dalam
implementasinya justru malah membatasi ruang
bagi masyarakat khususnya kelompok marjinal.
Meskipun begitu, penguatan institusi
masyarakat menjadi model baru dalam program
partisipasi komunitas, seperti kolaborasi yang
dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bandung,
DPRD kabupaten, dan NGO yang menghasilkan
regulasi baru tentang perluasan ruang partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan pada Agustus 2015 (Sofhani, 2005).

Sejak Indonesia memasuki era reformasi,
partisipasi masyarakat menjadi hal penting yang
selalu ditekankan dalam proses perencanaan
pembangunan. Desentralisasi mendorong
penguatan lokalitas dalam perencanaan
pembangunan (Widianingsih, 2006). Undang-
Undang No. 25 tahun 2014 mengamanatkan
keterlibatan masyarakat melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Musrenbang dilaksanakan berdasarkan tingkat
pemerintah mulai dari tingkat terbawah (desa)
hingga tertinggi (nasional). Musrenbang
memastikan keterlibatan masyarakat dalam
perencanaan pembangunan. Akan tetapi, dalam
pelaksanannya aspirasi masyarakat tidak benar-
benar terakomodasi. Ashari, Wahybadi, dan
Hailuddin (2015) melihat bahwa musrenbang
desa hanya sebatas formalitas agar terlihat
bahwa perencanaan melibatkan rakyat.
Wirawan, Mardiyono, dan Nurpratiwi (2015)
juga melihat bahwa pemerintah masih
mendominasi dalam menentukan kegiatan
prioritas yang diusulkan.

Berdasarkan analisis perencanaan
kebijakan yang telah banyak dilakukan,
diketahui bahwa Indonesia masih menggunakan
paradigma elite-centric ketika menyusun sebuah
kebijakan yang dampaknya dirasakan langsung
oleh masyarakat. Keterlibatan masyakarat dalam
perencanan kebijakan secara langsung masih
dalam yurisdiksi general-purpose (Chandra &
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Hanim, 2010; Perdana, 2015; Wartini & Ghofir,
2016). Kebanyakan Organisasi Masyarakat
(Ormas) menggunakan lobbying, publikasi
advokasi kebijakan, dan kampanye publik untuk
memberi pengaruh pada kebijakan. Sayangnya,
hanya sedikit aktor nonpemerintah yang merasa
keterlibatan semacam ini bermanfaat. Hal ini
pula yang akhirnya membuat banyak ormas ikut
terlibat dalam politik formal melalui pemilihan
umum. Lembaga perwakilan juga cenderung
mengikuti arus opini publik sehingga kekuatan
massa sangat mempengaruhi proses penyusunan
kebijakan. Jika MLG ingin digunakan sebagai
paradigma kebijakan di Indonesia, maka
pemerintah harus berusaha lebih keras untuk
mendorong partisipasi masyarakat secara
substantial di setiap proses kebijakan. Kualitas
partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan
kebijakan menjadi indikator untuk menilai
seberapa baik implementasi kebijakan sosial
berdasarkan perspektif MLG.

PEMBAHASAN

Pemberian bantuan sosial oleh pemerintah
selama pandemi Covid-19 masih jauh dari kata
sempurna. Berbagai penelitian mengungkapkan
betapa buruknya koordinasi dalam pemberian
bantuan sosial bagi masyarakat terdampak
Covid-19. Persoalan regulasi dan peraturan yang
dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah seringkali tidak harmonis dan sejalan
dengan masyarakat (Mufida, 2020). Selain itu,
Empat poin yang menjadi sorotan dalam
pemberian bantuan ini, yaitu (1) cakupan
bantuan belum menjangkau semua yang rentan;
(2) skema bantuan masih dapat dirancang lebih
optimal; (3) ketidakpastian lamanya pandemi
dan kesiapan pemerintah menyiapkan jaring
pengaman sosial; dan (4) mekanisme distribusi
masih rentan kebocoran (CSIS, 2020).

Impelementasi MLG dalam kebijakan
publik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh
hubungan antar aktor politik di setiap tingkat

pemerintahan. Faktor tersebut mempengaruhi
komitmen pemerintah pada penerapan
desentralisasi dan perlibatan aktor
nonpemerintah dalam seluruh proses kebijakan.
Salah satu contoh kebijakan yang terpengaruh
oleh dinamika hubungan antar aktor politik
adalah program bantuan sosial (bansos) pada
masa pandemi Covid-19. Berbagai penelitian
mengenai pelaksanaan kebijakan sosial di masa
pandemi Covid-19 menunjukkan banyaknya
persoalan yang harus diselesaikan. Beberapa
kebijakan yang tujuannya memberi keringanan
bagi masyarakat justru berpotensi
disalahgunakan dan beresiko memunculkan
konflik sosial baru. Beragam kritik datang, tidak
hanya dari masyarakat, namun juga dari pejabat
pemerintah sendiri (Rahmansyah et al., 2020).
Hal ini mengindikasikan perencanaan program
dan sistem koordinasi yang buruk dalam
kebijakan yang diterapkan dalam situasi darurat
ini.

Pelaksanaan program-program tersebut
mendapat beragam kritik dari masyarakat akibat
timbulnya berbagai persoalan di lapangan.
Kritik tersebut datang akibat banyaknya jenis
bantuan sosial dengan sasaran yang berbeda-
beda, namun antara satu program dengan
program lainnya belum terintegrasi dengan
cukup baik. Mulai dari pemerintah pusat dan
pemerintah daerah yang saling berlomba
memberikan bantuan bagi warga,
ketidaksinkronan data penerima bansos antar
lembaga, dan kurang dilibatkannya masyarakat
dalam penyusunan kebijakan ini yang membuat
pelaksanaan di lapangan menjadi kurang efisien.
Apabila program-program bantuan sosial
ditinjau menggunakan tiga aspek MLG, maka
akan terlihat bagaimana kebijakan sosial tidak
terdesentralisasi dengan baik, yurisdiksi setiap
lembaga pemberi bantuan yang membingungkan
masyarakat dan pelaksana di tingkat grassroot,
dan tidak adanya sinergi antara pemerintah
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dengan lembaga sosial masyarakat dalam
seluruh proses kebijakan sosial.

a. Kebijakan yang tidak terdesentralisasi
dengan baik.

Adanya bantuan sosial yang diberikan
oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
membuat kebijakan ini menjadi tumpang tindih.
Bantuan-bantuan tersebut rata-rata diberikan
dalam periode waktu yang sama dengan besaran
yang bervariasi. Dalam otonomi daerah, setiap
daerah berhak untuk mengatur kebijakan di
daerahnya masing-masing, termasuk mengatur
alokasi anggaran belanja daerah untuk keperluan
penyaluran bansos. Akan tetapi, pemerintah
pusat dalam waktu yang bersamaan juga
menyalurkan bansos yang berasal dari anggaran
belanja negara. Program bansos yang
diluncurkan pemerintah pusat juga beragam
sumber anggarannya, misalnya dari APBN
langsung atau dari anggaran
Kementerian/Lembaga. Dualisme bansos
seharusnya mampu menyejahterakan
masyarakat karena prinsipnya adalah bantuan
pemerintah daerah diberikan kepada warga yang
tidak mendapat bantuan pemerintah pusat. Akan
tetapi, data penerima bantuan yang berbeda di
setiap tingkatan menyebabkan pengiriman
bansos yang salah sasaran.

Dalam program BLT Dana Desa,
persoalan desentralisasi terletak pada sisi
regulasi, di mana terdapat tumpang tindih antara
aturan lama dan aturan baru. Terjadi
kebingungan dalam melaksanakan Surat Edaran
Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa
Tanggap COVID-19 yang mengintruksikan
dana desa digunakan hanya untuk padat karya,
dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang
memerintahkan menggeser alokasi padat karya
untuk bantuan sosial Covid-19 dan masalah
sosial. Tak berapa lama, muncul Surat Edaran
Menteri Desa Nomor 11 tahun 2020 yang

mengizinkan penggunaan dana desa untuk
bantuan langsung tunai (BLT). Kriteria BLT
dalam edaran ini membingungkan karena
terdapat kategori miskin yang bukan terdampak
Covid-19, dan syarat penerima bantuan BLT
Dana Desa yang belum pernah menerima
bantuan lain dari pemerintah pusat maupun
daerah. Pemerintah pusat terkesan membatasi
langkah pemerintah daerah untuk mengambil
tindakan cepat dalam menangani kondisi krisis
ini (Mufida, 2020).

Pemerintah pusat tidak mendesentralisasi
secara penuh kebijakan pemberian bansos.
Apabila pemerintah serius untuk membantu
masyarakat lewat program bansos, maka
kebijakan seharusnya diserahkan sepenuhnya
kepada pemerintah di tingkat paling bawah,
karena mereka yang paling dekat dengan
masyarakat. Terlebih, terdapat perbedaan data
penerima antara pusat dan daerah yang
menciptakan inefisiensi kebijakan. Alih-alih
membuat program bansos baru dalam situasi
darurat seperti ini, pemerintah pusat lebih baik
melimpahkan anggaran khusus kepada
pemerintah daerah untuk modal pengadaan
bansos bagi masyarakat. Dengan
mengalokasikan anggaran kepada pemerintah
daerah, mereka dapat mengelola sendiri
kebijakan sosial menyesuaikan kondisi
daerahnya masing-masing.

b. Kebingungan masyarakat dan pelaksana
distribusi.

Dari sisi spatial fit, kebijakan bantuan
sosial Covid-19 kurang mampu beradaptasi
dengan yurisdiksi yang ada. Masalah yurisdiksi
muncul akibat ketidakpekaan perumus
kebijakan mengenai ragam kebijakan di tingkat
daerah. Sejak awal, pemerintah daerah telah
menggelontorkan anggaran untuk bantuan sosial
bagi warganya yang terdampak. Akan tetapi,
kementerian/lembaga pusat malah berlomba-
lomba mengalokasikan anggarannya untuk
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bantuan sosial. Beragamnya jenis bantuan,
mulai dari Bantuan Presiden, Bantuan Provinsi,
Bantuan Kabupaten/Kota, hingga Dana Desa
membuat para pelaksana pembagian dan
penerima bantuan kebingungan (Rahmansyah et
al., 2020). Banyak masyarakat yang akhirnya
menerima bantuan double namun di satu sisi
banyak juga yang justru tidak menerima karena
tidak terdata. Ketidakjelasan kewenangan
membuat masyarakat penerima bantuan
kebingungan. Pemerintah desa yang selama ini
hanya dijadikan pelaksana juga ikut
kebingungan mengendalikan bantuan yang
masuk ke wilayahnya.

Tidak ada yurisdiksi yang jelas terkait
kebijakan sosial penanganan Covid-19 ini.
Kebijakan sosial sebaiknya memiliki yurisdiksi
yang jelas, mana yang menjadi wewenang
Kementerian Sosial dan mana yang menjadi
wewenang Dinas Sosial Kota/Kabupaten. Hal
ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan
kewenangan yang tumpang tindih antar
yurisdiksi. Pemberian bantuan juga sebaiknya
dilakukan melalui satu pintu yakni melalui
pemerintah desa agar mereka bisa mengatur
intensitas pemberian bantuan dan menjaga
keberlangsungan bantuan sosial yang diberikan
kepada masyarakat terdampak.

Data penerima bantuan juga menjadi
persoalan yurisdiksi. Setiap lembaga di tiap
tingkat pemerintah memiliki data masing-
masing. Ketiadaan data terbaru dan terintegrasi
membuat bantuan sering salah sasaran. Hal ini
juga yang membuat beberapa desa menolak
bantuan yang dikirimkan Pemerintah Daerah
karena datanya tumpang tindih dengan data
penerima PKH (Rahmansyah et al., 2020).
Kewenangan penarikan data harus
disentralisasikan kepada pemerintah
desa/kelurahan agar data yang masuk lebih
akurat. Pelaksanaan kebijakan sosial juga
sepatutnya menggunakan data yang dimiliki
oleh pemerintah daerah untuk mengurangi

kemungkinan ketidaksesuaian data. Susantyo
et.al. (2020) merekomendasikan untuk
memperkuat mekanisme aspirasi masyarakat
dalam penyusunan Daftar Penerima Bantuan
Sosial.

c. Ketiadaan sinergi antara pemerintah
dengan lembaga sosial masyarakat.

Dari sisi partisipasi, pemerintah kurang
melibatkan pihak di luar pemerintahan dalam
kebijakan pemberian bansos. Situasi pandemi
memang tidak memungkinkan untuk
melaksanakan diskusi panjang terkait langkah
penanganan. Namun, masyarakat umum
maupun lembaga-lembaga sosial masyarakat
seharusnya tetap dilibatkan baik dalam
perencanaan maupun pelaksanaan pemberian
bansos. Justru, perlibatan lembaga sosial
masyarakat dapat meningkatkan efektivitas
implementasi kebijakan karena mereka biasanya
memiliki banyak agen yang siap diperbantukan
dalam kegiatan semacam ini. Susantyo et.al.
(2020) merekomendasikan untuk
menghidupkan Forum musyawarah
kelurahan/desa supaya pelaksanaan kebijakan
benar-benar mampu mengakomodir kebutuhan
warga. Selain itu, A.F. & Nulhaqim (2021) juga
menyarankan keterlibatan perwakilan dari
pemerintah desa, daerah, Dinas Sosial, dan
Kementerian Sosial RI dalam proses
perancangan regulasi, peraturan, serta sistem
pembagian bantuan sosial.

Selain melibatkan masyarakat secara
langsung, pemerintah perlu untuk meningkatkan
kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial
masyarakat. Usaha semacam ini sebenarnya
sudah dilakukan oleh beberapa pemerintahan,
misalnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
memiliki program Kolaborasi Sosial Berskala
Besar (KSBB) yang bekerja sama dengan
lembaga sosial dalam penyaluran bantuan.
Masyarakat harus lebih dilibatkan dalam proses
kebijakan supaya mereka dapat memberikan
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masukan sekaligus membantu
mensosialisasikan kebijakan sosial yang ada
agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya. Cara ini juga dapat mengatasi
kebuntuan ketika dihadapkan pada pertanyaan
mengenai cara mengatasi kebingungan
masyarakat dalam situasi yang tidak pasti seperti
pandemi Covid-19, karena komunikasi terbaik
adalah komunikasi dengan orang yang terlibat
dekat dengan masyarakat itu sendiri.

PENUTUP

Program bantuan sosial yang dijalankan
oleh pemerintah selama masa pandemi Covid-19
kurang berjalan efektif karena tidak
menggunakan MLG dalam proses kebijakan.
Dari sisi pembagian kewenangan, terdapat
masalah mengenai program pemerintah pusat
dan program pemerintah daerah yang berjalan
secara bersamaan sehingga pelaksanaannya
menjadi tidak efisien. MLG telah menyarankan
bahwa kebijakan seharusnya didesentralisasi
karena posisi pemerintah daerah lebih dekat
dengan masyarakat sehingga mereka lebih
mengenal karakteristik masyarakatnya.
Pemerintah pusat cukup memberikan anggaran
kepada pemerintah daerah yang diperuntukkan
untuk belanja bantuan sosial.

Yurisdiksi kebijakan sosial juga tidak
diatur dengan baik, membuatnya banyak
tumpang tindih dengan kebijakan lain.
Menyelesaikan persoalan yurisdiksi dalam
situasi darurat seperti ini sangat sulit dilakukan
karena hubungannya dengan regulasi. Maka dari
itu, pemerintah pusat sedari awal seharusnya
melibatkan juga pemerintah daerah ketika
merumuskan suatu kebijakan.

Partisipasi masyarakat dan lembaga non-
pemerintahan sangat minim sehingga banyak
dari mereka yang berinisiatif membagikan
bantuan sendiri tanpa perantara pemerintah.
Data penerima yang belum terintegrasi juga
menunjukkan betapa lemahnya kemampuan

pemerintah mengelola data. Padahal, data
menjadi parameter terpenting dalam
implementasi kebijakan sosial.

Membangun kebijakan sosial perlu
melihat struktur dari negara, sumber daya yang
dimiliki, dan karakteristik masyarakat.
Rekomendasi kebijakan sosial dalam kerangka
MLG disusun dengan memetakan jaringan aktor
yang terlibat dalam perumusan kebijakan,
menggali lebih dalam koordinasi antar aktor
yang terlibat dalam perencanaan dan
implementasi kebijakan, dan melihat
keberadaan aktor nonpemerintah dalam hal
setiap tahapan kebijakan Dengan melakukan
analisis implementasi tersebut, rekomendasi
kebijakan yang mempertimbangkan aspek
multilevel dapat disusun supaya kebijakan sosial
benar-benar mampu mewujudkan
kesejahterahan sosial.

Apabila pemerintah ingin membangun
kebijakan sosial yang peka terhadap kedaruratan
dan kondisi multilevel, beberapa rekomendasi
berikut perlu dipertimbangkan.

1. Pemerintah pusat memberikan kewenangan
kepada pemerintah daerah untuk menyusun
sendiri kebijakan sosial dengan memberikan
anggaran kepada pemerintah-pemerintah
daerah sebagai modal untuk menangani
krisis tersebut.

2. Menetapkan yurisdiksi yang jelas pada
lembaga-lembaga di tingkat pusat dan
provinsi, serta regulasi kebijakan sosial yang
harmonis dengan regulasi-regulasi lainnya
supaya tidak menimbulkan kebingungan
dalam menafsirkan dan melaksanakan aturan
tersebut. Strategi yang digunakan adalah
perancangan regulasi bersama.

3. Melibatkan lembaga nonpemerintahan dan
masyarakat umum dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi program bantuan
sosial. Kebijakan sosial idealnya
menggunakan pendekatan kebudayaan, oleh
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karenanya partisipasi masyarakat dapat
membantu memberikan wawasan dalam
perencanaan, sosialisasi program dalam
pelaksanaan, dan pengembangan kebijakan
dalam tahap pengawasan serta evaluasi
program.

Kebijakan sosial adalah usaha baik dari
pemerintah untuk melindungi masyarakat dari
ancaman kejatuhan finansial, serta membangun
masyarakat yang lebih berdaya. Kebijakan sosial
jangan sampai terhalang oleh proses kebijakan
yang rumit sehingga masyarakat menjadi lama
mendapat manfaatnya. Membangun kebijakan
sosial menggunakan kerangka MLG secara teori
mampu membuat kebijakan sosial lebih efektif,
namun belum ada kebijakan publik di Indonesia
yang mengadopsi paradigma ini. Maka dari itu,
pendekatan MLG patut dipertimbangkan supaya
kebijakan sosial di Indonesia dapat berjalan
secara efektif dan mampu memberdayakan
masyarakat.
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